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TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
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BUPAT!I ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yvang
bersih. efektif. transparan, dan akuntabel, serta pelayanan
publik yvang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayvat (1} Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah
mempunyval tugas melakukan koordinasi dan menetapkan
kebiyjakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah Daerah. untuk itu perlu diatur dalam Peraturan
Buparti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Barat Dava tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Dayva:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Dava, Kabupaten Gavo
Lues, Kabupaten Aceh Java, Kabupaten Nagan Raya. Dan
Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41791;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang

Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4533);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transasksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
59521



Menetapkan
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Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas: Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penvelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Qanurn Kabupaten Aceh Barar Dayva Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten
Aceh Barat Dava [Lembaran Kabupaten Aceh Barat Dava
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Dava Nomer 112} sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun
Kabupaten Aceh Barat Dava Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembenrtukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh
Barat Dava {Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
2020 Normor 5. Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat
Daya Nomor 141};

Peraturan Bupati Acehh Barat Dava Nomor 14 Tahun 2022
tentang Penvelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten
Aceh Barat Dava (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Dava
Tahun 2022, Nomor 14};

MEMUTUSEKAN;

PERATURAN BUPFAT!I ACEH BARAT DAYA TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat Dava.

Bupati acdalah Bupati Aceh Barat Daya.

Sekretaris Derah Kabupaten vang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dinas Keomunikasi, Informatika dan Persandian yang
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selanjuinva disebut Dinas Kominsa dan Persandian adalah
Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten
Aceh Barat Dayva.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnva
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
Badan Kepegawaian darn Pengembangan Sumber Daya
Manusia yvang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia
Kabupater Aceh Barat Dava.

Bagian Organisasi pada Setdakab adalah Bagian Organisasi
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layvanan kepada Pengguna SPBE.

. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja vang memastikan

terlaksananya pengaturan. pengarahan, dan pengendalian
dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk
mencapai penerapan SPBE  vang efektif, efisien, dan
berkesinambungan. serta Lavanan SPBE vang berkualitas.
Lavanan SPBE adaiah keluaran vang dihasilkan oleh satu
atau beberapa rungsi Aplikasi SPBE dan vang memiliki nilai
manfaat.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yvang
mendeskripsikan  integrasi  Proses Bisnis, Data dan
Informasi. Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan
Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE vang
terintegrasi.

. Peta Rencana SPBE adalah dokumen vang mendeskripsikan

arah dan langkah penviapan dan pelaksanaan SPBE vang
terintegrasi.

. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan vang terstruktur

dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat Kkeras.

perangkat lunak. dan fasilitas yvang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem. aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

.Pusat Data adalah fasilitas vang digunakan untuk

penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya
untuk  keperluan penempatan, penvimpanan dan
pengoiahan, dan pemuiihan Data.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup vang
menghubungkan asntar simpul jaringan dalam suatu
organisasi.

Sistemi Penghubung Lavanan adalah perangkat
integrasi/penghubung  untuk  melakukan  pertukaran
Lavanan SPBE.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur vang dirancang untuk melakukan
tugas dan fungsi Lavanan SPBE di Kementerian Koordinator.
Aplikasi Umum adaiah Aplikasi SPBE vang sama, standar,
dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit
kerja, instansi pusat. dan/atau pemerintah daerah.

-Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE vang dibangun.
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dikembarngkan. digunakan. dan dikelola oleh unit kerja
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan
unit kerija lain.

-heamanain SPBE adalah pengendalian keamanan vang
terpadu dalam SPBE.

Audit Teknologi Iff masi dan Komunikasi adalah proses

o
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asset teknologi informasi dan
ngan  tijuan  untuk menetapkan  tingkat
Kesesuaian antara ziekn_cﬁogi informasi dan komunikasi
dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pernantauan SPBE a"iaia h proses penilaian secara sistematis
melalui ikasi ormasi ternadap hasil penilaian mandiri
at kemarangan penerapan SPBE.
es penilaian secara sistematis
tkast Informasi vang dapa
Informasi terhadap 1*;15
mengukur tingkat kematangan

h instansi pusat, pemerintah daerah,

paratur i Negara, perorangan, masvarakat.

pezak usaha, dan pihak iain vang memanfaatkan Lavanan
SPBE.

29, Data caratan atas kumpulan fakta atau deskripsi

karakter, simbol, gambar, peta, tanda.
1svarat. tulisan, SUAaTH, dan/atau bunyi vang
mempresentasikan Madaa: sebenarnya atau menunjukkan
suatu ide, objek, k s1, atau situasi.

30, Informasi adalah keterangan, permvataan, gagasan, dan
tanda-tanda vang mengandung nilai. makna, dan pesan.
baik data, fakta, maupun penjelasannya vang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca ig  disajikan dalam berbagai
kemasan f‘ar* format sesuail dengan perkembangan teknologi

secara elektronik ataupun

informasi darn  komunikas

noneleltronik.

Pasal 2

diguriakan sebagai pedoman dalam
ighungan Pemerintah Kabupaten.
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Pasal 3

menveienggarakan Tata Kelola SPBE

aimana dimaksud pada avat (1]

aimana dimaksud pada ayvat (21 meliputi:
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mfrastruktur SPBE;
aplikasi SPBE;
. keamanan SPBE: dan
layanan SPBE.
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Pasal 4

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3] huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaar integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE. aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE
untuk menghasilkan Jlavanan SPBE vyang terpadu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Arsitektur SPEE memuat domain arsitektur.
Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
mendeskripsikan substansi arsitektur vang memuat:
- domain arsitektur proses bisnis;
. domain arsitektur data dan informasi;
. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
. domain arsitektur aplikas: SPBE;
. domain arsitektur keamanan SPBE; dan

domain arsitekrur iavanan SPBE.
A1 sitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipetakan darn diselaraskan herdasarkan referensi arsitektur
SPBE Nasional.
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan herpedoman pada arsitektur SPBE Nasional
dan rencana strategis Pemerintah Kebupaten.
Penvusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas
Kominsa dan Persandian.
Dalam menvusun arsitektur SPBE, Dinas Kominsa dan
Persandian dapat melakukan konsultasi dengan
kementerian vang menvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang apavatur negara.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 5

Arsiteiktur disusun untuk jangka waktu 5 {limal

tahun.

ragaimana dimaksud pada avar (1!

2 paruh waktu dan tahun terakhir

peia}{sanaer: atau sewaktu-waktu sesual dengan kebutuhan.
= imiana dimaksud pada avat (2) dilakukan oleh

isa dan Persandian.

Reviu sebaga’;mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan:

a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;

c. perubahan pada unsur 3PBE di Pemerintah Kabupaten

sebaga’ mana dimaksud dalam Pasal 3 avat (3) huruf c

sampai dengan huruf 1; ataul

e

rubarnan rencans s

r"

d.t rategis Pemerintah Kabupaten.

HaSL reviu arsitektyr SPEE sebagaimana dimaksud pada
avar (2} disampaikan kepada Tim Koordinasi.

arn




(]

o

lr'-

(3]

Pasal 6

Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat {3} huruf b memuat:

. tata kelola SPBE

. manajemen SPBE

lavanan SPRE;

Cnfrastruktur SPBE;

aplikasi SPBE;

keamanan SPBE: dan

. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada peta
rencana SPBE Nasional. arsitektur SPBE dan rencana
strategis Pemerintah Kabupaten.

Peta rencana SPBE disusun oleh Dinas Kominsa dan
Persandian.

Dalam menyusun peta rencana SPBE, Dinas Kominsa dan
Persandian dapat meiakukan konsultasi dengan
kementerian vang menvelenggarakan urusan pemerintahan
d: bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan
peta rencana SPBE nasional.

Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 7

Peta rencana 3PBE disusun untuk jangka waktu 5 (limal
tahun,

Reviu peta dilakukan pada paruh waktu dan
tahun terakhi pelaksanaan atau
sewakti-waktu sesual dengan kebutuhan.

Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada avat
(2} berdasarkan:

a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;

b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;

c. perubahan arsitektur SPBE; atau

d. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.

Reviu peta rercana SPBE sebagaimana dimaksud pada avat
(2} dilakul kan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.

Hasil reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada
avat {1) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 8

Rencana c‘- anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat ,_5 ’h:-mf ¢ disusun sesuai dengan proses
perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan
berpedoman pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE
serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan
anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.

Penvusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana
dimaksud pada avar {11 dilakukan dengan menghimpun
usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit
kerja dan diselaraskan dengan arsitektur SPBE dan peta
rencana SPBE.

\-«
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Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh
Bappeda dengan berkonsultasi kepada Dinas Kominsa dan
Persandian.

Penvusunan rencana dan anggaran SPBE  dapat
dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayvat (3)
hurut d memberikan pedoman dalam penggunaan data dan
informas:, pembangunan, pengembangan, dan penerapan
apitkas: SPBE. keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Proses bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada
arsitekrur SPBE untuk mendukung pembangunan atau
pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang
terintegrasi.

Proses bisnis disusun oleh Bagian Organisasi pada Setdakab
serta Dinas Kominsa dan Persandian.

Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan
kementerian vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang aparatur negara.

Proses bhisnis sebagaimana vang dimaksud pada avat (1)
ditetapkan derigan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat {3} huruf e mencakup data dan informasi yvang dimilik:
oleh Pemerintah Kebupaten yvang diperoleh dari Pengguna
SPBE.

Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

Unit kerja di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada avat {2} bertanggung jawab atas keakuratan data dan
informasi vang disediakan serta keamanan data dan
informasi vang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasagl 11

Data dan informasi merupakan bagian dan digunakan dalam
penvelenggaraan SPBE.

Penggunaan data dan 1nformasi dilakukan dengan
mengutamakan bagl paka: data dan informasi antar unit
keria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Instansi
Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan
akses data dan informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 12

Infrastruktur 3PBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (3} huruf f bhertujuan meningkatkan efisiensi.
keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi
kebutuhan infrastruktur STBE bagi unit kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten.
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Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (1}
terdiri atas:

a. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten; dan

b. Sistem Penghubung Lavanan Pemerintah Kabupaten.
Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas Kominsa dan
Persandian.

Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (2}
harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE
dilakukan selaras dengan arsitektur SPBE Pemerintah
Kabupaten.

Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1} diselenggarakan sesual dengan standar perangkat,
standar interoperabilitas, standar keamanan sistem
informasi, dan standar lainnva berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

12
13

et

Pasa

Penggunaan  Jaringan fhntra  Pemerintah  Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (2) huruf a
bertujuan untuk menjaga Keamanan dalam melakukan
pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan dalam
Pemerintah Kabupaten.
Penvelenggaraan Jaringan I[ntra Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat menggunakan
jaringan fisik vang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten
dan/atau vang dibangun oleh penvedia jasa lavanan
jaringan.

Pasal 14
Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten
untuk menjaga keamanan pengiriman data dan informasi
internal.
Penggunaan Jaringan intra Pemerintah  Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. membuat  keterhubungan  dengan  jaringan intra

b. mendapatkan periimbengan kelaikan operasi dari

kementerian vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari

L 1

s
kepala lembaga  vang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15

Sistem  Penghubung [Lavanan Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud delam Pasal 12 ayat {(2) huruf b
harus menggunakan  Sistem  Penghubung Layanan
pemerintah.

Seluruh unit keria di  Pemerintah Kabupaten harus
menggunakan Sistem: Penghubung Layanan Pemerintah
Kabupaten untuk integrasi data dan layanan SPBE.



{3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana
dimaksud pada avat (1. Pemerintah Kabupaten harus
memenuh! kriteria sebagai berikut:

a. membuat kKeterhubungan dan akses Sistem Penghubung

Layanar:  Pemerintah  Kabupaten dengan jaringan

dan Sistem Penghubung Layvanan Pemerintah

b. memennuhi standar interoperabilitas antar lavanan SPBE

Ang tapk h menteri vang menyelenggarakan

z5s] dan infermatiks;

& \gan kelaikan operasi dari

: menyelenggarakan urusan

dang komunikasi dan informatika; dan

d. 1 nfmdau timbangan kelaikan keamanan dari

lembaga vang envelenggarakan tugas pemerintahan d:
bidang | keamanan siber.

Pasal 16

(1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah
Kabupaten melaksanakan tungsi layanan pusat
komputasi/pusat kendali di  lingkungan Pemerintah
Kabupaten.

{2} Lavanan pusat komputas:/pusat kendali di Pemerintah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikelola
oleh Dinas I\(ﬁvm sa dan Persandian.

{3) Selurth wunit keria di Pemerintah Kabupaten harus
memantaatkan lavanan pusat komputasi/pusat kendali di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(4} Layvanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah
I\a’)upater d |d1\_i kan reviu pada paruh waktu dan tahun
terakhir anaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.

5} Reviu lavanan i
Kabupaten :
cleb Sel::a 3

Rabupsate:

si/pusat kendali di Pemerintah
naksud pada avat (4) dilakukan
Koordinasi SPBE Pemerintah

2 Nasional telah ditetapkan dan
Kabupaten harus menggunakan Pusat

y pervvimpanan Data dalam layvanan
dilaksanakan oleh Dinas Kominsa dan

dimaksud pada avat {1} terdiri
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Pembarigunan dan pengembangan aplikasi SPBE
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang
dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem
vang meliputl tahap:

. kajian kebutuhan;

.rancang bangun;

,imp}“ mentasi;

. penguiian kelaikan:

pemeﬁlma. an; dan

evaluasi.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi pada (unit
kerja/perangkat kabupaten] sebagaimana vang dimaksud
pada avat (3} dikonsultasikan oleh Dinas Kominsa dan
Persandian.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi di Pemerintah
Kabupaten sebagaimana vang dimaksud pada ayat (3] secara
terpadu cikendalikan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.

O
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Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE
dilakukarn berdasarkan arsitektur SPBE setelah
mendapatkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada avat
(2] huruf a telah tersedia. unit kerja di Pemerintah
Kabupaten harus menggunakan aplikasi umum.

Aplikast khusus sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf
b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus di
Pemerintah Kabuparten sebagaimana vang dimaksud pada
avat {8} Dberkoordinasi dengan Dinas Kominsa dan
Persandian

Hak cipta atas aplikasi SPBE beserta kelengkapannva yang
dibangun dan/atau dikembangkan atas biava Pemerintah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
milik Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat digunakan di
luar Pemerintah Kabupaten tanpa persetujuan dari Dinas

RKomirsa dan Persandian.

|- |
Pasal 19

PEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat
(i w n untuk melindungi aset data dan
mformum nfrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE dari pihak
vang tidak ber;;al..bb g jawab.

Keamanan SFBE sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi penjaminarn:

a. kerahasiaan:

b. keutuhan;

c. ketersediasn:

d. keashan: dan

e. kenirsangkalan.

Seluruh unit keria di lingkungan Pemerintah Kabupaten
harus menerapkan keamanan SPBE.

Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi
standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan
ketentiian peraturan perundang-undangan.

Pengendalian keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten
dilakukan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.



Pasal 20

t1) Layanan SPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat
(3} hurufi terdiri atas:

a. lavanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
dan
b. lavanan publik berhasis elektronik.

{2} Layvanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan
lavanan SPBE vang mendukung tata laksana internal
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(3] Lavanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
meliputi lavanan yang mendukung kegiatan di bidang
perencanaan. penganggaran, keuangan, pengadaan barang
dan jasa. kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan
barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan
lavanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah
Kabupaten.

(4} Lavanan publik !
pada &avat (1}
mendukung pela

(fronik sebagaimana dimaksud
Tl merupakan layvanan SPBE vang
saraan pelayanan publik di Lingkungan

Pemerintah Kabuipaten

{5) Lavanan publik berbasis eiektronik meliputi layvanan vang

mendukung kebutuhan birckrasi pemerintahan, meliputi:

a. pengacduan publik:

b. dokumentasi dan informast hukum;

c. pengavwasan internal; dan/atau

d. lavanan publik sesual dengan kebutuhan Pemerintah
ka‘r‘upaher"

(6} Unit  kerja vang menvelenggarakan lavanan SPBE
sebagaimana dir .aks;zd pada avat (1) bertanggung jawab
sestlai dengan tigas dan fungsinyva masing-masing.

5 Hi
MAN h EMEN SPBE
Pasal 21
Manajemen SPBE meliputi

a. manajemen 1isiko:

b. manajemen Keamanan nformasi;

<. Tnanajemen data;

d. manajemen asei teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber dava manusia;

. manajemen pengetahuan;

g. manajermen Deruba%an dan

h. manajemen lavanan SPBE.

{1} Manajemen misiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a bertujuan untuk menjamin  keberlangsungan
peleksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko
dalam mencapal tujuen SPBE.

{2} Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi,
analisis, pengendalian, pemantauan SPBE dan evaluasi
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SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Monajemen Keamanan informasi sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 2] huruf b bertujuan  menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak
risiko keamanan informasi.

Manajemen  keamanan informasi dilakukan melalui
penetapan ruang lhingkup. penetapan penanggung jawab,
perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja,
dan perbaikan berkeianjutan terhadap keamanan informasi.
Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh
unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana
dimaksud pada avar {1} dikeordinasikan oleh Dinas Kominsa
dan Persandian.

Manaiemen Keamanan informasi dilaksanakan sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

asal 24

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 21
h untuk menjamin terwujudnyva data vang
akurat. mur,a:sxhn', terintegrasi. dan dapat diakses sebagai
dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan kabupaten.

Manajemen data dilakukan melalui proses pengelolaan
arsitektur dara, data nduk, data referensi, basis data.
kualitas data dan interoperabilitas data.

Manajemen data dilaksanaian oleh Bappeda.

Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturarn perundang-undangan.

Pasal 25

Manajemnen aset teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan
untuk menjanmun ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan
aset teknologl informasi dan komunikasi dalam SPBE.
Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
dilakukar:  melajui  proses perencanaan, pengadaan,
pengeloiaan, dan penghapusan perangkat Kkeras dan
perangkat lunak vang H1guaahan dalam pelaksanaan SPBE
di Lingkungan Pemerintah X bupaten

Manajemen aser ¢ Knolug: mfoLmasi dan komunikasi
dilaksanakan oleh  selwrubh  unit kerja di  lingkungan
Pemerintah K _
Manajemen aser teknolog: informasi dan komunikasi
dikoordinasiken oleh Dinas Kominsa dan Persandian.

=
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Manajemerr aset teknologi informasi dan komunikasi
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan peningkatan mutu dan lavanan SPBE.
Manajemen sumber dava manusia dilakukan melalui proses
perencanaan. pengembangan, pembinaan, dan
pendavagunaan sumber dava manusia dalam pelaksanaan
SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Mana_]emen sumber dayva manusia dilaksanakan oleh
BKPSDM.

Manajemen sumber dava manusia dapat dikonsultasikan
oleh Bagilan Organisas: pada Setdakab.

Manajemen sumber dava manusia memastikan ketersediaan
dan kompetensi sumber dava manusia untuk pelaksanaan
tata kelola SPBE dan manaiemen SPBE.

Manajemen sumber dava  manusia  dilaksanakan
berdasarkan ketenrtuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Manajemer; pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf t berruyjuan untuk meningkatkan kualitas
lavanan SPBE dan mendukung proses pengambilan
keputusan dalam SPBE.
Manajemen  pengetahuan  dilakukan melalui proses
pengumpulan, pengoiahan. penyvimpanan, penggunaan. dan
alih pengetahuan dan teknologi vang dihasilkan dalam
penvelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah
Kahupaten.
NIaPaiem(—w pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit
kerja di in b;; (:gan ~merintah Kabupaten.
Manaiemen pengetabhuan dikoordinasikan oleh Bappeda.
Mancgef.l,f.l ')e‘ng ahuan dilaksanakan  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Manajemen 1‘)eri;‘ajairw«‘ri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas layanan SPBE
melalutl pengendalian perubahan vang terjadi dalam SPBE.

Manaj emen perubahan dilakukan melalui proses
perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi,

pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap perubahan
SPBE.

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksaﬁakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten vang menyelenggarakan Layvanan
SPBE. '

Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.




Pasal 29

. bertujuan  untuk menjamin
sungam daﬂ meningkatkan kualitas lavanan SPBE

dilakukan melalui proses
oengopmasun layanan SPBE.

oleh unit kerja
Cé.an fungsinya masing-masing

dalam Pasal 20 ayvat (6).

SPBE  dikoordinasikan oleh tim

sesual dengar
sebagaimana
{4} Manajemen
koordinasi.
i Manajemenr  layvanan SPBE  dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOG! INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasai 30

(1} Audit teknologi informast dan komunikasi dilakukan secara
berkala unituk memastikan keandalan dan keamanan sistem
teknologi informas: dan komunikasi.

2} Audit teknologi }m‘orma& dan komunikasi terdiri atas:

a. audit infrastru t{‘a"!..'i"” SPBE;
b. audit apiikasi SPBE; dan
c. audit keamanan \DdH

(3] Audit teknoclogi informasi dan komunikasi sebagaimana
dimaksucd pada ayvat {2] meliputi pemeriksaan hal pokok
teknis pas ‘ia

tata kelola dan manajemen teknologi informasi
dan komunikasi;

b. fungsicnalitas teknologi informasi dan komunikasi;

c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi vang
<kan, dan

=l: teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

[
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Pasal 31

teknologl informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh
“av\aV koordinasi unit kerja vang membidangi

i 2] pemerintah.

dimaksud pada ayvat (1) ditetapkan

f1) Audit
tlnl aLL\AAL,:‘: f‘

TNy "
WEDUTLISANn

Jologl  infoy ‘masi dan komunikasi dilaksanakan
i} kali dalam 2 (dua) tahun.

paling sedikir i
(4] Audit teknclogi informasi dan komunikasi dilaksanakan
herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

d an pelaksanaan tata kelola
audit teknologi informasi dan

B,



komunikasi, serta pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE,
dibentuk Tim Koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di
Ingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE
Pasal 33
(1) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
a. mengetahuil capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
b. memberikarz saran perbaikan vang berkesinambungan

untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2] Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana
dimaksud pada ava: e’_‘t} d"&aksanakan paling sedikit 1 (satu} !i
kah dalam 1 (sawii1a \

{3} Pemantauan SPREE dan evaluasi SPBE didasarkan pada
pedoman evaluas: SPBE.

{4} Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(5] Dalam pelaksanaan teknis pemantauan SPBE dan evaluasi
SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (4), dibentuk Tim
Asesor internal vang ditetapkan oleh Bupati.

(6] Hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana
dimaksud pada avat (2} disampaikan kepada Bupati melalui
Tim Koordinasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, aplikasi sejenis dengan
aplikasi umum vang telah tersedia di Pemerintah Kabupaten
sebelum ber! dﬂld"-\d Peraturan Bupati. tetap digunakan sampai

dengan tersedianva aplkas! umuim.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
vengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Diterapkan <1 Blangpidie
pada tangga: 24 o[<‘to.6e4-' 2022 M
28 Rabsicl. Al 1444 H

/ Pi. BUPATI ACEH BARAT DAY.A,S\

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 OKkTeBer 2022 M
28 Rabiel AwAL 1444 H

' SEKRETARIS DAERAH A
KABUPATEN tH BARAT DAYA, /
/

SALMAN ALFAR{SI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 31



